PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NCOMCR 18 TAHUN 2011
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

uk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana teiah
beberepa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemer

D

iks

Y]

Keuangan

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peratu
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010;



2ngingat

'Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
_embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
\Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
l_embaran Negara Republik Indonesia Normor 3569),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Muruhg Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undanig Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Heuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan L.embaran
Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembarar: Negara Repub ik Indonesia Nomor 4844),

Undang-JUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Artara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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Undang-Undang Nemor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §234),

I

Peraturan Pemerintan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembarain Negara Republik Indonesia Nomor 4416€) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peratur an Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Ncmor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indon=sia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahu 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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31.

Peraturan Pemerintah Nomor §8 Tahun 2905 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembearan Negara Republik indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor €5 Tehun 2005 tentang Pedoman Penyusunzn dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 1

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintat (Lembaran

gara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintalhan antara Pemarintah, Pemerntah Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Narner 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evallasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pen erintanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penibagian Urusan Pemzrintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lem
Katingan Tahun 2010 Nomor 7);

baran Daerah Kabupaten

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010 (Berita
Daerah Iabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 53);



32. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapataii dan Belanja Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 21).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengarn :

-a

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebzgai penyelenggara Pemerintah Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Bupati adalah Bupati Katingan;
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalazh Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD. dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pertanggungjawaban adaiah Laporan Keuangan yang disusun sescai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan Rea
Laporan Arus Kas dan Catatan A

asi Anggaran, Neraca,

Laporan Keuangan,

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumkber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah

Pusat/Daerah dalam satu perio

nelaporan. Laporan Realisasi Anggaran inenggamtarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu
periode pelaporan;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewa|iban dan ekuitzs dana pada tanggal tertentu,

l.aporan Arus Kas adalan Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas se

ama satu periode
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan,

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan penjelasan atau daftar terperinci & au analisa atas nilai suatu pos yang disajikan datam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengur gkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar

=

atas laporan keuangan. seperti ke

iban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainrya.
BAB i
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan

Laporan <euangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiii dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangain badan usaha milik daerah /
perusahaan daerah.



Pasal 3

Laroran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

a. ~endapatan

b. Belanja
Surplus/Defisit

c. Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembizyaan

561.760.894.790,88
546.310.232.309,04

150.188.003.061,56
4.500.000.000,00

15.450.662.481,84

Pembiayaan Neto 145.688.003.061,56

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.588.834.476 L5 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.

b. Realisasi Rp.

Selisih lebih / (kurang) Rp.

572.349.729.267,44
561.760.894.790,88

10.588.843.476,56

bagai berikut :

(2) h anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 171.695.533.415,96 dengan rincian se
a. Anggaran belanja se Rp. 718.005.765.725,00
b. Realisasi Rp. 546.310.232.309,04
Selisin lebih / (kurang)  Rp. 171.695.533.415,96
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 130.2(

@

a. Surplus/Defisit ¢
b. Realisasi

eiah Perubahan

05.373.675,72 dengan rincian sebagai berikut

(145.656.036.457,56)
5.450.662.481,84

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 31

a. Anggarar. penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.
b. Realisasi Rp.
Selisih lebih / (kurang) Rp.

(130.205.373.975,72)

11:6.604,00 dengan rincian sebagai berikut
150.156.036.457,56
150.188.003.0%1,56

(21.966.60.,00)



(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejunilah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.502.000.000,00
b. Realisasi Rp. 4.500.000.000,00
Selisih lebih / (kurang)  Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumiah Rp. 31.966.604,00 dengan rincian sebagai berikut :

\

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 145.656.0305.457,56
b. Realisasi Ro. 145.688.003.061,56
Selisih lebin / (kurang)  Rp. (31.866.604,00)

Pasai b

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai beiikut :

a. Jumlah aset Rp 1.997.306.529.494 03

b. Jumlah kewajiban Rp 8.400.000,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp 1.997.298.129.494,03
Pasal 6

Laporan  rus kas sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2010 Sebagai berikut

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2010 Rp 148.639.058.531,56
b. Arus «as dari gktivitas operasi Rp 228.086.589.252,88
c. Arus «as dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp (212.536.209.771,04)
d. Arus <as dari aktivitas pembiayzan Rp (3.050.772.470,00)
e. Arus kas dari aktivitas non-anggaran Rp 0,00
f.  Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2010 Rp 161.147.065 543,40



Pasal 7

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 161.138.665.543,40 terdiri dari :

a. Kas pada kas daerah Rp. 159.500.958.097,63
b. Kas pada bendahara pengeluaran Rp. 1.646.107.445,77
c. Kewajiban jengka pendek Rp. (8.400.000,00)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp. 161.138.665.543,40

Pasal 8

Calatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Inventarisasi, penata usahaan aset daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan target waktu paling larmbat 31 Desember 2011

¢ \J

Pasal 9

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
a. Lampiran | . Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1 . Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan ¢ aerah dan organisasi:
Lampiran 1.2

L.

Rincian laporan realisasi anggaran menuru® urusan peme-intahan deerah, organisasi, pendapatan, bzlanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan:

Lampiran 1.4 . Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk kes:

arasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran 1.5 - Daftar piutang daerah;
Larnpiran 1.6 . Daftar penyertaan moedal (investasi) daerah;
Lampiran 1.7 . Daftar reslisasi penambahan dan penguranyan aset tetap daerah;

Lampiran 1.8 . Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;



Lampiran 1.9 . Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dar dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah ;dan
Lampiran .11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran |l . Neraca
c. Lampiran lll . Laporan arus kas
d. Lampiran |V . Catatan atas laporan keuangan

Pasal 10

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini berupa LAKI?.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.
Pasal 11

Bupati Katingan menetapkan peraturan kepala daerah tentang peniabaran vertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
BAB il
KETENTUAN LAIN-LAINNYA
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksznaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati Katingan.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 5 Desember011
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB \V

KETENTUAN PENUTUP

pPasal 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 5 Desember2011
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EABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini raulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturen Daeralh ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah.

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, > Dzs=aber 2011
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